SALINAN

KOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 76 TAHUN 2019
WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Depok;

b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana huruf a perlu
dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota Depok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016

Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

DEPOK.

Kententuan angka 6) Piutang pada Huruf N. Kebijakan

Akuntansi Per Komponen Laporan Keuangan angka 3.

Neraca huruf a. Aset Lancar dalam Lampiran Peraturan Wali

Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok

Tahun 2014 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2015 Nomor 54);

b. Nomor 84 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Depok Tahun
2018 Nomor 87).

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Wali Kota ini.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Desember 2019

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, .

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 76

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERRE IARIAT DAERAH KOTA DEPOK.




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA DEPOK

Piutang

Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain

termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan

pemerintah.

Piutang terdiri dari:

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada
ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan
surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib
pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan hak pemerintah kota atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak
Kendaraan Bermotor/PKB, Bea  Balik Nama  Kendaraan
Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB,
Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan
akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi
Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan,
yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode
akuntansi.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya)
menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan
jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah
daerah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas
kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut

sebagai tagihan penjualan angsuran.



Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D
dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada
BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka
panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD merupakan
reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD yang jatuh tempo
dalam tahun berikutnya.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan
Negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah
kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini
biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan
sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar
TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke
dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang
jatuh tempo tahun berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan
pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar
TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Kebijakan akuntansi:

a)
D)

d)

Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Pemberhentian pengakuan piutang daerah selain dengan pelunasan
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghapusbukuan dan
penghapustagihan.

Penghapusbukuan dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah
dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
daerah.

Penghapustagihan atau menghapuskan hak tagih pemerintah daerah
diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
pengahapusbukuan.



h)

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 oleh Wali Kota sedangkan kewenangan diatas
Rp. 5.000.000.000,00 oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD.
Batasan nilai Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (e)
adalah per Penanggung Utang. Pelaksanaan penghapusan Piutang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
Terhadap piutang pajak daerah sebelum dilaksanakan penghapusan
bersyarat atau penghapusan mutlak, terlebih dahulu dapat disisihkan
sebagai piutang tidak tertagih.
Terhadap piutang pajak daerah yang sudah tercatat di Neraca dapat
dilakukan koreksi dengan kategori sebagai berikut :
1. Objek pajak merupakan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum
milik pemerintah;
Objek pajak merupakan aset tetap tanah milik pemerintah;
3. Objek pajak double/terdapat dua atau lebih nomor objek pajak
untuk satu bidang yang sama;
4. Objek pajak telah mengalami perubahan, misalnya pemecahan
bidang tanah; atau

5. Sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian.

WALI KOTA DEPOK,
TTD

'K.H. MOHAMMAD IDRIS



